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ABSTRAK 

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) tidak bisa hidup sendiri tetapi harus hidup 

bersama dengan orang lain. Manusia dalam menghabiskan sisa hidupnya sangat membutuhkan, 

dan saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Salah satu inti dari dasar 

pemikiran inilah adalah perkawinan. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena 

dengan suatu perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara 

biologis,psikologis maupun secara sosial.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan 

perkawinan usia dini yang diatur dalam Hukum Hindu serta mengetahui alur proses PHDI dalam 

pemberian surat pengantar dalam mengurus izin di PHDI Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten 

Banyuwangi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan usia 

perkawinan perspektif hukum hindu dan hukum nasional?; 2) Bagaimana peran PHDI untuk 

membantu melangsungkan perkawinan anak di bawah umur?. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini 

yaitu di Kecamatan Tegaldlimo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi dari observasi langsung dengan PHDI yang menangani kasus tersebut, nantinya data 

yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Agama Hindu memandang bahwa perkawinan 

anak usia dini belum ideal dilakukan maka dari itu PHDI mengeluarkan surat penolakan yang 

nantinya akan diajukan ke Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan. 

Kata Kunci : Peran PHDI, Perkawinan di bawah umur 

 

ABSTRACT:  

Humans as social creatures (zoon politicon) cannot live alone but must live together with 

other people. Humans spend the rest of their lives in great need, and are interconnected between 

one human and another. One of the core elements of this rationale is marriage. Marriage for 

humans is important because with marriage a person will achieve balance in life both biologically, 

psychologically and socially.  

This research aims to find out and analyze the regulations for early marriage regulated in 

Hindu Law and to understand the flow of the PHDI process in providing cover letters in obtaining 

permits in the PHDI, Tegaldlimo District, Banyuwangi Regency. The problem formulation in this 

research is 1) How is the marriage age regulated from the perspective of Hindu law and national 

law?; 2) What is the role of PHDI in helping minors marry? The type of research used is empirical 

legal research. This research is descriptive qualitative in nature. The location of this research is 

Tegaldlimo District. The data collection technique is carried out by collecting information from 

direct observation with PHDI who handles the case, later the data obtained will be analyzed 

descriptively qualitatively.  
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The results of this research show that the Hindu religion views that early childhood marriage is not 

ideal, therefore PHDI issued a rejection letter which will later be submitted to the Court in 

accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.  

Keywords: Role of PHDI, underage marriage 

 

Pendahuluan 

Manusia seìbagai makhluk sosial 

(zoon politicon) tidak bisa hidup seìndiri 

teìtapi harus hidup beìrsama deìngan orang lain 

(Reìmaja, 2017:776). Manusia dalam 

meìnghabiskan sisa hidupnya sangat 

meìmbutuhkan, dan saling beìrhubungan 

antara satu manusia deìngan manusia lainnya. 

Salah satu inti dari dasar peìmikiran inilah 

adalah peìrkawinan. Peìrkawinan bagi 

manusia meìrupakan hal yang peìnting kareìna 

deìngan seìbuah peìrkawinan seìseìorang akan 

meìmpeìroleìh keìseìimbangan hidup baik seìcara 

biologis,psikologis maupun seìcara sosial.  

Meìnurut ajaran Agama Hindu, 

peìrkawinan adalah seìbuah yadnya. Di 

samping itu, peìrkawinan meìrupakan seìbagai 

awal untuk meìnuju masa greìhasta yang 

meìrupakan masa yang sangat peìnting dalam 

keìhidupan manusia. Pada masa greìhasta ada 

eìmpat prilaku yang meìsti harus dilaksanakan, 

yaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksa. 

Dharma adalah aturan-aturan yang beìrkaitan 

deìngan dharma agama dan neìgara. Artha 

adalah keìbutuhan hidup beìrumah tangga 

untuk meìndapatkan keìseìjahteìraan beìrupa 

mateìri dan peìngeìtahuan. Kama adalah rasa 

keìnikmatan yang dipeìroleìh dalam keìluarga 

seìsuai deìngan ajaran agama, seìdangkan 

Moksa adalah beìbasnya pikiran dari hawa 

nafsu dan keìkotoran. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, pasal 1 meìnyeìbutkan bahwa 

peìrkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seìorang pria deìngan seìorang wanita seìbagai 

suami istri deìngan tujuan untuk meìmbeìntuk 

keìluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

keìkal beìrdasarkan Keìtuhanan Yang Maha 

Eìsa. Dari pasal ini tampak bahwa peìrkawinan 

itu adalah meìrupakan ikatan lahir batin antara 

seìorang pria dan seìorang wanita ini haruslah 

meìndapat ijin dari keìdua orang tuanya, 

peìrkawinan tidak boleìh dilaksanakan kareìna 

paksaan atau peìngaruh orang lain. Ini untuk 

meìnghindari teìrjadinya keìreìnggangan seìteìlah 

meìnjalani hidup beìrumah tangga. 

Tujuan peìrkawinan yaitu untuk 

meìmbeìntuk keìluarga yang bahagia dan keìkal. 

Untuk suami istri peìrlu saling meìmbantu dan 

meìleìngkapi, agar masing-masing dapat 

meìngeìmbangkan keìpribadiannya meìmbantu 

dan meìncapai keìseìjahteìraan spiritual dan 

mateìriil. Deìngan peìrkataan lain, tujuan 

peìrkawinan adalah untuk meìmbeìntuk 

keìluarga yang bahagia keìkal dan seìjahteìra 

maka Undang-Undang meìnganut prinsip 

untuk meìmpeìrsukar teìrjadinya peìrceìraian, 

harus ada alasan teìrteìntu seìrta harus 

dilakukan di deìpan peìngadilan. 

Feìnomeìna teìrseìbuìt meìnjadi 

peìrmasalahan yang haruìs diseìleìsaikan dalam 

masyarakat di Keìcamatan Teìgaldlimo. 

Seìbagian orang tuìa juìga masih beìluìm 

meìnyadari akan bahaya dan dampak neìgatif 

dari adanya peìrkawinan anak di uìsia dini. 

Peìrkawinan anak dibawah uìmuìr bisa teìrjadi 

kareìna ada alasan yang meìndeìsak mauìpuìn 

atas ijin dari orang tuìa yang meìmpeìrboleìhkan 

anaknya uìntuìk meìnikah. Maka dari ituì, 

arahan seìrta bimbingan orang tuìa dan 

peìmbeìlajaran di lingkuìngan masyarakat 

sangat beìrpeìngaruìh dalam meìnangani 

peìrmasalahan ini. Namuìn masyarakat 

meìmbuìtuìhkan keìhadiran PHDI seìbagai 

organisasi Hinduì yang meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan dan arahan. Parisada Hinduì 

Dharma Indoneìsia (PHDI) meìruìpakan suìatuì 

majeìlis sosial reìligiuìs Hinduì yang teìrtinggi 

yang meìmpuìnyai peìran peìnting dalam 

meìlakuìkan peìmbinaan teìrhadap masyarakat 

khuìsuìsnya Agama Hinduì. Beìrdasarkan latar 



beìlakang masalah di atas, maka peìnuìlis 

teìrtarik uìntuìk meìnuìlis skripsi deìngan 

meìngajuìkan juìduìl meìngeìnai “Peìran PHDI 

Pada Peìrkawinan Bawah Uìmuìr Di 

Keìcamatan Teìgaldlimo Kabuìpateìn 

Banyuìwangi” 

Beìrdasarkan latar beìlakang 

peìrmasalahan diatas, maka peìnuìlis 

meìruìmuìskan masalah yaituì 1) Bagaimana 

peìngatuìran uìsia peìrkawinan peìrspeìktif 

Huìkuìm Hinduì dan Huìkuìm Nasional ? 2) 

Bagaimana peìran PHDI uìntuìk meìmbantuì 

meìlangsuìngkan peìrkawinan anak bawah 

uìmuìr di Keìcamatan Teìgaldlimo Kabuìpateìn 

Banyuìwangi? Ruìang lingkuìp masalah 

peìneìlitian ini yaituì uìntuìk meìnuìnjang agar 

teìrarahnya peìnuìlisan Skripsi dalam hal ini 

peìnuìlis tidak akan meìnyimpang dari juìduìl 

peìnuìlisan dan hanya meìngarah pada, 

bagaimana “Peìran PHDI Pada Peìrkawinan 

Dibawah Uìmuìr Di Keìcamatan Teìgaldlimo 

Kabuìpateìn Banyuìwangi”.  

Adapuìn beìbeìrapa peìneìlitian yang 

beìrkaitan deìngan peìneìlitian ini yaituì 

peìneìlitian Yasini (2015:7) deìngan juìduìl 

“Peìranan PHDI Dalam Meìngatisipasi 

Peìrnikahan Dini Peìmuìda Hinduì di Deìsa 

Kospa Duìwata Karya Keìcamatan Masama 

Kabuìpateìn Banggai”. Hasil peìneìlitian ini 

bahwa Parisadha Deìsa Kospa Duìwata Karya 

teìlah beìruìpaya meìnjalankan peìrannya uìntuìk 

meìningkatkan stabilisasi dan meìngatasi 

peìrgeìseìran moral dan buìdi peìkeìrti peìmuìda 

hinduì di deìsa Kospa Duìwata Karya. Keìndala-

keìndala yang dihadapi Parisadha dalam 

meìngantisipasi peìrnikahan dini peìmuìda 

hinduì di deìsa Kospa Duìwata Karya yaituì : 

Kuìrangnya reìspon peìmuìda teìrhadap 

peìmbinaan. Uìpaya-uìpaya yang dilakuìkan 

parisadha yaituì deìngan meìmbeìrikan teìguìran 

dan sanksi. Peìrsamaan peìneìlitian Keìtuìt 

Yasini deìngan peìneìlitian ini yaituì teìrleìtak 

pada peìmbahasan Peìrkawinan dibawah 

uìmuìr, adapuìn peìrbeìdaan keìduìannya teìrleìtak 

pada peìneìlitian Keìtuìt Yasini meìngkaji 

teìntang peìran PHDI dalam meìngantisipasi 

Peìrkawinan di bawah uìmuìr seìdangkan 

peìneìlitian ini meìngkaji teìntang Peìmbeìrian 

izin teìrhadap pasangan uìsia dini. 

Eìfeìndi (2019:69) meìlakuìkan 

peìneìlitian deìngan juìduìl Uìrgeìnsi dan 

Eìfeìktifitas Program Peìndeìwasaan Uìsia 

Peìrkawinan BKKBN. Hasil peìneìlitian ini 

meìnuìnjuìkkan bahwa program peìndeìwasaan 

uìsia peìrkawinan sangat dibuìtuìhkan dan 

peìnting uìntuìk teìruìs di sosialisasikan agar 

angka peìrkawinan pada uìsia dini dapat teìruìs 

diteìkan. Program peìndeìwasaan uìsia 

peìrkawinan di kota banda aceìh beìrjalan 

eìfeìktif dapat dilihat deìngan minimnya angka 

peìrnikahan uìsia dini yang teìrjadi. Hal ini 

tidak teìrleìpas dari faktor-faktor peìnduìkuìng 

yang teìrdiri dari faktor inteìrnal dan eìksteìrnal. 

Peìrsamaan peìneìlitian Yonas Eìfeìndi deìngan 

Peìneìlitian ini adalah sama-sama meìngkaji 

teìntang peìrkawinan uìsia dini. Seìrta 

peìrbeìdaan peìneìlitian Yonas Eìfeìndi meìngkaji 

teìntang Program peìndeìwasaan uìsia 

peìrkawinan seìrta uìpaya peìnceìgahan 

peìrkawinan uìsia dini. Seìdangkan peìneìlitian 

ini meìngkaji teìntang Peìrkawinan meìnuìruìt 

peìrspeìktif huìkuìm Hinduì dan peìmbeìrian izin 

peìrkawinan teìrhadap pasangan uìsia dini. 

Handayani (2014:205) deìngan juìduìl 

Faktor-faktor yang Beìrhuìbuìngan Deìngan 

Peìrnikahan Uìsia Dini Pada Reìmaja Puìtri Di 

Keìcamatan Tambuìsai Uìtara Kabuìpateìn 

Rokan Huìluì. Hasil dari peìneìlitian ini 

meìnuìnjuìkan Variabeìl yang meìmpuìnyai 

huìbuìngan seìbab akibat deìngan peìrnikahan 

uìsia dini di Keìcamatan Tambuìsai uìtara 

Kabuìpateìn Rokan Huìluì beìrtuìruìt-tuìruìt adalah 

peìkeìrjaan orang tuìa, tingkat peìndidikan 

reìmaja, peìngeìtahuìan reìmaja, dan lingkuìngan 

reìmaja. Variabeìl yang tidak meìmiliki 

huìbuìngan statistik signifikan deìngan 

peìrkawinan uìsia dini adalah peìndapatan 

keìluìarga dan peìndidikan orang tuìa. 

Peìrsamaan peìneìlitian Eìka Yuìli Handayani 

deìngan peìneìlitian ini adalah sama-sama 

meìngkaji teìntang peìrkawinan uìsia dini. Seìrta 

peìrbeìdaan peìneìlitian Eìka Yuìli Handayani 



meìngkaji teìntang faktor-faktor yang 

beìrhuìbuìngan deìngan peìrnikahan uìsia dini, 

seìdangkan peìneìlitian ini meìngkaji teìntang 

Peìrkawinan uìsia dini meìnuìruìt peìrspeìktif 

huìkuìm hinduì dan peìmbeìrian izin peìrkawinan 

teìrhadap pasangan uìsia dini. 

Apriani (2022:02) deìngan juìduìl 

Peìngaruìh Peìrnikahan Dini Teìrhadap Kuìalitas 

Peìndidikan Informal Pada Keìluìarga Hinduì 

Di Kota Mataram. Hasil peìneìlitian ini 

meìnuìnjuìkkan bahwa diteìmuìkan masyarakat 

Mataram meìmiliki peìrseìpsi kuìrang seìtuìjuì 

deìngan prakteìk peìrnikahan uìsia dini. 

Keìmuìdian, dampak psikologis leìbih 

ceìndeìruìng dirasakan oleìh istri (wanita) dan 

anak. Uìntuìk istri, dampak psikologis yang 

dirasakan beìruìpa rasa ceìmas, streìs, eìmosi 

meìnjadi tidak stabil dan meìnjadikan 

peìrnikahan seìbagai beìban. Seìmeìntara bagi 

anak, dampak psikologis yang dirasakan 

beìruìpa tidak mampuì meìngontrol diri, 

introveìrt, tidak beìrani beìrinovasi dan tidak 

beìrani meìngambil keìpuìtuìsan. Seìmeìntara 

beìrkaitan deìngan kuìalitas peìndidikan 

informal dalam lingkuìngan keìluìarga hinduì 

yang meìlakuìkan peìrnikahan uìsia dini 

teìrgambar bahwa kuìrang optimal, kuìrangnya 

sopan santuìn. Peìrsamaan peìneìlitian Luìh 

Apriana deìngan peìneìlitian ini adalah sama-

sama meìngkaji teìntang peìrkawinan uìsia dini. 

Seìrta peìrbeìdaan peìneìlitian Luìh Apriani 

meìngkaji teìntang Peìngaruìh peìrnikahan dini 

teìrhadap kuìalitas peìndidikan informal pada 

keìluìarga hinduì, seìdangkan peìneìlitian ini 

meìngkaji teìntang Peìrkawinan meìnuìruìt 

peìrspeìktif huìkuìm Hinduì dan peìmbeìrian izin 

peìrkawinan teìrhadap pasangan uìsia dini. 

 

Metode 

 

Meìtodeì peìneìlitian ini adalah meìtodeì 

peìneìlitian huìkuìm. Peìneìlitian huìkuìm adalah 

proseìs analisa yang meìlipuìti meìtodeì, 

sisteìmatika dan peìmikiran teìrteìntuì yang 

beìrtuìjuìan uìntuìk meìmpeìlajari geìjala huìkuìm 

teìrteìntuì, keìmuìdian meìnguìsahakan 

peìmeìcahan atas masalah yang timbuìl. 

Seìhingga dibuìtuìhkan suìatuì meìtodeì peìneìlitian 

yang teìpat. Meìtodeì ini meìmbantuì proseìs 

peìneìlitian seìsuìai deìngan ruìmuìsan masalah 

yang dikaji seìrta tuìjuìan peìneìlitian yang akan 

dicapai. Peìneìlitian huìkuìm akan meìlakuìkan 

keìgiatan peìncarian fakta seìcara sisteìmatis 

yaituì uìntuìk meìneìmuìkan apa huìkuìm ituì dan 

keìmajuìan ilmuì huìkuìm (Ali,2009:10). Uìntuìk 

meìmpeìroleìh data hasil peìneìlitian yang valid, 

maka dalam peìroleìhan hasil peìneìlitian haruìs 

dapat dipeìrtangguìngjawabkan. Jeìnis 

peìneìlitian ini peìnuìlis meìnguìnakan peìneìlitian 

eìmpiris deìngan peìndeìkatan kuìalitatif adalah 

peìneìlitian yang meìlihat seìsuìatuì keìnyataan 

huìkuìm yang teìrjadi di masyarakat, deìngan 

meìlihat dari suìduìt pandang eìmpiris. 

Peìneìlitian Yuìridis Eìmpiris yaituì cara 

proseìduìr yang diguìnakan uìntuìk meìmeìcahkan 

masalah peìneìlitian deìngan meìneìliti data 

seìkuìndeìr teìrleìbih dahuìluì uìntuìk keìmuìdian 

dilanjuìtkan deìngan meìngadakan peìneìlitian 

teìrhadap data primeìr di lapangan. 

Peìneìlitian ini dilakuìkan di Keìcamatan 

Teìgaldlimo Kabuìpateìn Banyuìwangi. 

Peìmilihan lokasi ini beìrdasarkan 

peìrtimbangan peìnuìlis bahwa di Keìcamatan 

Teìgaldlimo. Teìknik peìneìntuìan informan 

yang dilakuìkan oleìh peìneìliti dalam peìneìlitian 

ini adalah teìknik puìrposiveì sampling. 

Puìrposiveì sampling adalah teìknik 

peìngambilan sampeìl dimana peìneìliti meìmilih 

suìbjeìk yang ingin diteìliti beìrdasarkan tuìjuìan 

atauì kriteìria teìrteìntuì. Meìtodeì ini, peìneìliti 

meìmilih suìbjeìk atauì sampeìl beìrdasarkan 

peìrtimbangan teìrteìntuì seìpeìrti karakteìristik, 

peìngalamn, peìngeìtahuìan, atauì peìrilakuì yang 

speìsifik yang beìrkaitan deìngan topik 

peìneìlitian. Keìmuìdian data yang teìlah 

teìrkuìmpuìl dianalisapada data primeìr seìcara 

kuìalitatif yang teìrdiri dari reìduìksi data, 

peìnyajian data, peìnarikan simpuìlan atauì 

veìrivikasi. Proseìs analisis ini beìrlangsuìng 

teìruìs meìneìruìs sampai tuìntas. 

 

 



Pembahasan 

Parisadha Hinduì Dharma Indoneìsia 

disingkat (PHDI) meìruìpakan majeìlis 

organisasi uìmat hinduì yang meìnguìruìsi 

keìpeìntingan keìagamaan mauìpuìn sosial, 

meìngatuìr sisteìm peìmeìrintahan masyarakat 

Bali diseìluìruìh Indoneìsia. Organisasi ini tidak 

hanya teìrdapat di Bali saja meìlainkan 

teìrseìbar diseìluìruìh Indoneìsia teìruìtama 

Masyarakat Jawa yang beìragama 

Hinduì,Teìpatnya di Banyuìwangi. Organisasi 

PHDI leìbih meìmfokuìskan pada keìgiatan 

keìagamaan dan sisteìm adat-istiadat 

masyarakat. Organisasi PHDI sama deìngan 

organisasi lain yang ada dalam sisteìm 

peìmeìrintahan, meìmiliki struìktuìr 

keìorganisasian teìrdiri dari keìtuìa, seìkreìtaris, 

beìndahara dan anggotanya, proseìs peìmilihan 

struìktuìr organisasi biasanya seìcara 

deìmokrasi dan muìsyawarah. 

Parisadha Hinduì Dharma Indoneìsia 

disingkat (PHDI) meìruìpakan majeìlis 

organisasi uìmat hinduì yang meìnguìruìsi 

keìpeìntingan keìagamaan mauìpuìn sosial, 

meìngatuìr sisteìm peìmeìrintahan masyarakat 

Bali diseìluìruìh Indoneìsia. Organisasi PHDI 

sama deìngan organisasi lain yang ada dalam 

sisteìm peìmeìrintahan, meìmiliki struìktuìr 

keìorganisasian teìrdiri dari keìtuìa, seìkreìtaris, 

beìndahara dan anggotanya, proseìs peìmilihan 

struìktuìr organisasi biasanya seìcara 

deìmokrasi dan muìsyawarah. 

1. Pengaturan Usia Perkawinan Perspektif 

Hukum Hindu Dan Hukum Nasional  

Agama Hinduì seìbagai salah satuì agama 

yangreìsmi diakuìi keìbeìradaannya oleìh neìgara 

Indoneìsia meìmiliki atuìran teìrseìndiri teìntang 

peìrkawinan yang dilaksanakan oleìh uìmatnya. 

Dalam konseìp agama Hinduì, peìrkawinan 

dikeìnal seìbagai masa Grhastha, yang beìrasal 

dari kata "grh" yang beìrarti ruìmah. Jadi, 

Grhastha adalah faseì di mana seìseìorang 

meìnjalani keìhiduìpan beìruìmah tangga. 

Seìbeìluìm meìmasuìki faseì teìrseìbuìt, seìseìorang 

haruìs meìlaluìi peìrkawinan (wiwaha samkara). 

Seìcara eìtimologis, istilah pawiwahan beìrasal 

dari kata "wiwaha" dalam bahasa Sanseìkeìrta, 

yang dalam Kamuìs Bahasa Indoneìsia 

diteìrjeìmahkan seìbagai peìsta peìrnikahan atauì 

peìrkawinan. 

Peìrkawinan (wiwaha) seìbagaimana 

teìrdapat dalam kitab Manawa Dharmasasra 

Pasal III Ayat 21 diseìbuìtkan bahwa ada 

deìlapan cara peìrkawinan (wiwaha) yang 

dilakuìkan oleìh uìmat Hinduì, diantaranya : (1) 

Brahmana Daiwa, (2) Rsi/ Arsa, (3) Prajapati, 

(4) Asuìra, (Gandharwa), (5) Raksasa, dan (6) 

Paisaca/Pisaca. Adapuìn buìnyi dari sloka 

teìrseìbuìt di atas adalah 

Brahmo daiwastathaiwarsah 

Prajapatyastathasuìrah 

Gandharwo raksasaccaiwa 

Paicacacca astamo dharmah 

Namuìn deìmikiantidak seìmuìa cara 

peìrkawinan diatas dipandang baik oleìh para 

rsi dan dapat disahkan dalam huìkuìm 

peìrkawianan hinduì seìbagaimana buìnyi ayat 

25 seìbagai beìrikuìt: 

Pancanam tuì trayo dharmya 

Dwawadharmyauì smrtawiha 

Paicacaccasuìraccaiwa 

Na kartawyauì kadacana 

Teìrjeìmahan: 

“Teìtapi meìnuìruìt peìratuìran uìndang-uìndang 

ini tiga dari lima bagian akhir dinyatakan dah 

seìdangkan duìa (lainnya) tidak sah, Picaca 

dan Asuìrawiwaha tidak boleìh dilakuìkan”. 

Dalam ajaran Hinduì, seìbagaimana 

teìrcantuìm dalam sloka di atas, peìrkawinan 

yang dilakuìkan meìlaluìi keìkeìrasan atauì 

peìmaksaan sangat tidak dianjuìrkan kareìna 

dapat beìrdampak neìgatif pada keìlangsuìngan 

peìrkawinan di masa deìpan. Peìrkawinan 

seìbaiknya dilaksanakan seìsuìai deìngan 

peìtuìnjuìk yang teìrdapat dalam kitab suìci 

Veìda. Dalam ajaran Hinduì, peìrkawinan 

(wiwaha) juìga dianggap seìbagai proseìs 

peìnyuìcian diri meìlaluìi Grhastha Asrama 

(sarira samkara). Meìnuìruìt Arthayasa 

(1998:18-19), peìrkawinan adalah seìbuìah 

rituìal yang meìmbeìrikan statuìs sah bagi 

seìorang pria dan wanita dalam meìnjalani 



keìhiduìpan beìrsama. Deìngan deìmikian, 

peìrkawinan juìga dipandang seìbagai seìbuìah 

yadnya. Meìnuìruìt Arthayasa (1998:18) seìcara 

garis beìsar syarat peìrkawinan dalam agama 

hinduì ada duìa yaituì, peìrtama syarat yang 

beìrsifat lahiriah meìlipuìti factor uìsia, yang 

meìruìpakan hal peìnting yang haruìs 

dipeìrhatikan dalam seìbuìah peìrkawinan 

kareìna peìrbeìdaan uìmuìr pria dan wanita 

meìmbawa dampak dalam keìhiduìpan ruìmah 

tangga seìcara psikologis. Keìduìa yang beìrsifat 

batiniah meìlipuìti meìmiliki keìimanan yang 

sama (satuì agama) dan saling meìncintai. 

2. Peran PHDI Untuk Membantu 

Melangsungkan Perkawinan Anak Di 

Bawah Umur Di Kecamatan Tegaldlimo 

Kabupaten Banyuwangi 

 Parisada meìruìpakan Majeìlis Wipra 

(ahli brahmana, ceìndikiawan) yang beìrfuìngsi 

seìpeìrti badan leìgislatif dan meìmiliki peìranan 

peìnting dalam meìnyeìleìsaikan beìrbagai 

peìrmasalahan keìagamaan di masyarakat. 

Parisada didirikan pada 23 Feìbruìari 1959, 

deìngan tuìjuìan uìntuìk meìnyatuìkan uìmat Hinduì 

dalam seìbuìah organisasi yang meìmiliki 

inteìgritas (Praptini, 2009). Teìrkait deìngan hal 

teìrseìbuìt Parisada seìbagai majeìlis agama 

hinduì juìga seìnantiasa meìlaksanakan hal-hal 

yang beìrtuìjuìan meìmbeìrikan keìteìntraman 

bagi para rakyat dan uìmat hinduì. Dalam kitab 

Rg.Veìda Mandla X.91.2 dijeìlaskan seìbagai 

beìrikuìt: 

Janam janam janyo nati manyateì visa  

a kseìti visyo visam visam 

Teìrjeìmahan: 

Peìmimpin bagaikan api (meìmancarkan 

keìbijaksanaan), adalah seìorang tokoh yang 

meìncintai seìsama manuìsia dan tidak 

meìmbeìnci keìpada siapapuìn. Dia deìrmawan 

bagi seìluìruìh rakyatnya.sia hiduìp diteìngah-

teìngah rakyatnya. Dia meìlayani keìbuìtuìhan 

uìmat manuìsia (Titib,2003) 

3. Alur Pngesahan Perkawinan Usia Dini 

Secara Hukum Nasional 

Suìatuì peìrkawinan dapat dikatakan 

peìrkawinan sah apabila meìmeìnuìhi syarat-

syarat peìrkawinan yang dilakuìkan meìnuìruìt 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan. Syarat-

syarat peìrkawinan diatuìr muìlai pasal 6 

sampai pasal 12 Uìndang-uìndang Nomor 1 

tahuìn 1974. Pasal 6 sampai deìngan pasal 11 

meìmuìat meìngeìnai syarat peìrkawinan yang 

beìrsifat mateìriil, seìdangkan pasal 12 

meìngatuìr meìngeìnai syarat peìrkawinan yang 

beìrsifat formil. Syarat peìrkawinan yang 

beìrsifat mateìriil dapat disimpuìlkan dari pasal 

6 sampai deìngan 11 Uìndang-uìndang No 1 

Tahuìn 1974 yaituì : 

1. Peìrkawinan haruìs didasarkan atas 

peìrseìtuìjuìan keìduìa calon meìmpeìlai 

2. Uìntuìk meìlangsuìngkan peìrkawinan 

seìorang yang beìluìm meìncapai uìmuìr 21 

tahuìn haruìs meìndapatkan izin keìduìa 

orangtuìanya atauì salah satuì orang tuìanya 

3. Peìrkawinan hanya di ijinkan jika pihak 

pria dan wanita suìdah meìncapai uìmuìr 19 

tahuìn. Jika ada peìnyimpangan haruìs ada 

ijin dari peìngadilan atauì meìminta suìrat 

Dispeìnsasi peìrkawinan 

4. Seìorang yang masih teìrikat tali 

peìrkawinan deìngan orang lain tidak 

dapat kawin lagi keìcuìali meìmeìnuìhi pasal 

3 ayat 2 dan pasal 4 

5. Apabila suìami dan istri yang teìlah ceìrai 

kawin lagi satuì deìngan yang lain dan 

beìrceìrai bagi uìntuìk keìduìa kalinnya 

6. Bagi seìorang wanita yang puìtuìs 

peìrkawinannya beìrlakuì jangka waktuì 

tuìngguì 

Dalam pasal 39 peìratuìran 

Peìmeìrintah Nomor 9 tahuìn 1975 waktuì 

tuìngguì ituì adalah seìbagai beìrikuìt : 

1. Apabila peìrkawinan puìtuìs kareìna 

keìmatian, waktuì tuìngguì diteìtapkan 130 

hari, dihituìng seìjak keìmatian suìami 

2. Apabila peìrkawinan puìtuìs kareìna 

peìrceìraian, waktuì tuìngguì bagi yang 

masih beìrdatang buìlan adalah 3 kali suìci 

deìngan seìkuìrang-kuìrangnya 90 hari, 

yang dihituìng seìjak jatuìhnya puìtuìsan 

peìngadilan yang meìmpuìnyai keìkuìatan 

huìkuìm yang teìtap. 



3. Apabila peìrkawinan puìtuìs seìdang janda 

teìrseìbuìt dalam keìadaan hamil, waktuì tuìngguì 

diteìtapkan sampai meìlahirkan 

4. Bagi janda yang puìtuìs peìrkawinan kareìna 

peìrceìraian seìdang antara janda dan beìkas 

suìaminya beìluìm peìrnah teìrjadi huìbuìngan 

keìlamin tidak ada waktuì tuìngguì. 

Syarat peìrkawinan seìcara formal 

dapat diuìraikan meìnuìruìt pasal 12 Uìndang-

Uìndang Nomor 1 tahuìn 1974 direìalisasikan 

dalam pasal 3 sampai deìngan pasal 13 

Peìratuìran Peìmeìrintahan Nomor 9 tahuìn 

1975. Seìcara singkat syarat formal ini dapat 

diuìraikan seìbagai beìrikuìt: 

1. Seìtiap orang yang akan meìlangsuìngkan 

peìrkawinan haruìs meìmbeìritahuìkan 

keìheìndaknya keìpada Peìgawai Peìncatatan 

Peìrkawinan dimana peìrkawinan ituì akan 

dilangsuìngkan, dilakuìkan seìkuìrang-

kuìrangnya 10 hari seìbeìluìm peìrkawinan 

dilangsuìngkan. Peìmbeìritahuìan dapat 

dilakuìkan lisan atauì teìrtuìlis oleìh calon 

meìmpeìlai atauì orang tuìa walinya. 

Peìmbeìritahuìan ituì antara lain meìmuìat : 

nama, uìmuìr, agama, teìmpat tinggal calon 

meìmpeìlai (pasal 3-5) 

2. Seìteìlah syarat-syarat diteìrima Peìgawai 

Peìncatat Peìrkawinan laluì diteìliti, apakah 

suìdah meìmeìnuìhi syarat atauì beìluìm. Hasil 

peìneìlitian dituìlis dalam daftar khuìsuìs uìntuìk 

hal teìrseìbuìt (pasal 6-7) 

3. Apabila seìmuìa syarat teìlah dipeìnuìhi Peìgawai 

Peìncatat Peìrkawinan meìmbuìat peìnguìmuìman 

yang ditandatangani oleìh Peìgawai Peìncatat 

Peìrkawinan antara lain: nama, uìmuìr, agama, 

peìkeìrjaan, dan peìkeìrjaan calon peìngantin, 

hari, tanggal, jam, dan teìmpat peìrkawinan 

akan dilaksanakan (pasal 8-9) 

4. Baruìlah peìrkawinan dilaksanakan seìteìlah 

hari keì seìpuìluìh yang dilakuìkan meìnuìruìt 

huìkuìm masing-masing agamannya dan 

keìpeìrcayaanya ituì. Keìduìa calon meìmpeìlai 

meìnandatangani akta peìrkawinan dihadapan 

peìgawai peìncatat dan dihadiri oleìh duìa orang 

saksi, maka peìrkawinan teìlah teìrcatat seìcara 

reìsmi. Akta peìrkawinan dibuìat rangkap duìa, 

satuì uìntuìk peìgawai peìncatat dan satuì lagi 

disimpan pada paniteìra peìngadilan. Keìpada 

suìami dan istri masing-masing dibeìrikan 

kuìtipan akta peìrkawinan (pasal 10-13) 

Keìteìntuìan lain yang beìrbeìda teìrcantuìm 

pada Uìndang-uìndang Nomor 16 tahuìn 2019 

teìntang Peìruìbahan atas Uìndang-uìndang 

tahuìn 1974 teìntang peìrkawinan seìrta 

peìratuìran Mahkamah Aguìng Reìpuìblik 

Indoneìsia (PEìRMA) Nomor 5 Tahuìn 2019 

teìntang Peìdoman meìngadili peìrmohonan 

Dispeìnsasi kawin yang meìneìntuìkan bahwa 

batas uìsia anak adalah beìruìmuìr 19 tahuìn. 

Dalam peìlaksanaan peìmeìriksaan dan 

meìmuìtuìs peìrmohonan Dispeìnsasi Kawin, 

seìbagaimana teìrcantuìm pada pasal 10 a quìo 

diseìbuìtkan leìbih lanjuìt bahwa pada hari 

sidang peìrtama, Peìmohon wajib 

meìnghadirkan Anak yang dimintakan 

peìrmohonan Dispeìnsasi Kawin, Calon 

suìami/istri dan Orang Tuìa/Wali calon 

suìami/istri. Dalam hal peìmohon tidak hadir, 

Hakim meìnuìnda peìrsidangan dan meìmanggil 

keìmbali Peìmohon seìcara sah dan patuìt. 

Apabila dalam hal Peìmohon tidak hadir 

keìmbali pada hari sidang keìduìa seìteìlah 

dipanggil seìcara sah dan patuìt maka 

peìrmohonan Dispeìnsasi Kawin dinyatakan 

guìguìr deìngan puìtuìsan NO (Nieìt 

Ontvankeìlijkeì Veìrklaard). Dalam peìrspeìktif 

ini, Hakim haruìs beìnar-beìnar dapat 

meìmastikan keìpeìntingan anak deìngan 

meìnghadirkan anak seìcara langsuìng pada 

peìrsidangan. Seìlanjuìtnya, Seìbagaimana 

Pasal 12 ayat 1 dan 2 Norma a quìo Hakim 

dalam peìrsidangan puìn diharuìskan uìntuìk 

meìmbeìrikan nasihat keìpada peìmohon, anak, 

calon suìami/istri dan orang tuìa/wali calon 

suìami/istri teìntang risiko peìrkawinan yang 

meìlipuìti keìmuìngkinan beìrheìntinya 

peìndidikan bagi anak, keìbeìrlanjuìtan anak 

dalam meìneìmpuìh wajib beìlajar 12 tahuìn, 

beìluìm siapnya organ reìproduìksi anak, 

dampak eìkonomi, sosial, psikologi anak dan 

poteìnsi peìrseìlisihan dan keìkeìrasan dalam 

ruìmah tangga. Nasihat yang disampaikan 



oleìh Hakim dipeìrtimbangkan dalam 

peìneìtapan dan apabila dalam hal Hakim tidak 

meìmbeìrikan nasihat seìbagaimana dimaksuìd 

di atas maka dapat meìngakibatkan peìneìtapan 

batal deìmi huìkuìm. 

Keìhadiran PEìRMA Nomor 5 Tahuìn 

2019 yang meìneìkankan pada keìpeìntingan 

teìrbaik bagi anak dan buìkan tanpa alasan. 

Pada wanita, risiko keìseìhatan khuìsuìsnya 

keìseìhatan reìproduìksi meìruìpakan 

peìrtimbangan yang paling meìnonjol dari 

praktik peìrkawinan uìsia anak. Peìnanganan 

peìrmasalahan peìrkawinan uìsia dini dilakuìkan 

seìbeìluìm keìjadian ituì teìrjadi seìpeìrti 

peìnyuìluìhan keìpada masyarakat pada 

uìmuìmnya dan yang teìrmasuìk uìsia anak pada 

khuìsuìsnya. Seìlain ituì uìsaha preìveìntif dapat 

dilakuìkan seìcara normatif deìngan 

meìngeìluìarkan peìratuìran huìkuìm yang 

beìrmanfaat uìntuìk meìngatuìr seìcara keìtat dan 

adil teìrkait peìrkawinan uìsia anak. Suìatuì 

uìsaha uìntuìk meìnghadirkan peìrlinduìngan 

yang beìrorieìntasi pada keìpeìntingan anak 

tidak hanya beìrada pada instituìsi dan/atauì 

leìmbaga neìgara namuìn juìga masyarakat di 

mana sang anak tuìmbuìh leìbih peìnting uìntuìk 

meìnciptakan paradigma dan buìdaya yang 

meìmeìntingkan keìpeìntingan tuìmbuìh 

keìmbang anak seìbagai peìmeìgang tampuìk 

peìneìruìs geìneìrasi meìndatang. 

4. Kebijakan PHDI dalam membantu 

Melangsungkan Perkawinan Usia Dini di 

Kecamatan Tegaldlimo 

Wiwaha adalah samskara yang 

meìruìpakan leìmbaga yang tidak teìrpisahkan 

deìngan huìkuìm agama. Meìnuìruìt ajaran agama 

hinduì, sahnya peìrkawinan adalah adanya Tri 

Uìpasaksi yaituì: Deìwa saksi, manuìsia saksi, 

dan bhuìta saksi. Seìlain ituì sah atauì tidaknya 

deìngan peìrsyaratan yang ada di dalam ajaran 

agama hinduì teìrkait suìatuì peìrkawinan jika 

meìmeìnuìhi hal-hal yang seìsuìai deìngan 

keìteìntuìan huìkuìm hinduì, yaituì seìbagai beìrikuìt 

: 

1. Uìntuìk meìngeìsahkan peìrkawinan 

meìnuìruìt huìkuìm hinduì haruìs dilakuìkan 

oleìh peìndeìta atauì rohaniawan dan 

peìjabat agama yang meìmeìnuìhi syarat 

uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan ituì. Orang 

yang beìrweìnang meìngawini adalah yang 

meìmpuìnyai statuìs keìpeìndeìtaan atauì 

dikeìnal deìngan Loka Praya Sraya. 

2. Suìatuì peìrkawinan dikatakan sah apabila 

keìduìa calon meìmpeìlai teìlah meìnganuìt 

agama hinduì (agama yang sama) 

3. Beìrdasarkan tradisi yang teìlah beìrlakuì di 

Banyuìwangi, peìrkawinan dikatakan sah 

seìteìlah meìlaksanakan uìpacara wiwaha.  

4. Calon meìmpeìlai tidak teìrikat oleìh suìatuì 

ikatan peìrkawinan 

5. Calon meìmpeìlai seìhat jasmani dan 

rohani 

6. Calon meìmpeìlai cuìkuìp uìmuìr deìngan 

Batasan uìmuìr minimal 19 tahuìn 

7. Calon meìmpeìlai tidak meìmpuìnyai 

huìbuìngan darah yang deìkat atauì sauìdara. 

Seìteìlah meìmeìnuìhi peìrsyaratan 

peìrkawinan seìcara hinduì, uìntuìk leìgalitas 

peìrkawinan beìrdasarkan huìkuìm nasional, 

juìga tidak kalah peìntingnya agar peìrkawinan 

teìrseìbuìt dianggap leìgal, sah dan kuìkuìh 

dimata huìkuìm, maka haruìs dibuìatkan akta 

peìrkawinan seìsuìai deìngan Uìndang-uìndang 

yang beìrlakuì.  

Beìrdasarkan hasil wawancara yang 

teìlah dilakuìkan deìngan Bapak Suìparno 

seìlakuì PHDI Keìcamatan Teìgaldlimo yang 

dimana bagian dari bidang Peìgawai 

Peìncatatan Peìrkawinan Bapak Suìparno 

meìngatakan bahwa keìbijakan yang diambil 

oleìh PHDI keìtika ada kasuìs peìrkawinan uìsia 

dini, seìbagai beìrikuìt : peìrtama haruìs 

meìmastikan uìntuìk meìnikah uìsia dini ituì 

kasuìsnya apa, jika kasuìsnya kalauì di situì 

seìbagai seìorang pria dan wanita yang tidak 

dapat dipisahkan, akan diuìpayakan atauì 

diceìgah agar bisa meìnahan diri. Seìlanjuìtnya 

orang tuìa keìduìanya dipanggil dinaseìhati 

bahwa kareìna uìsianya dianggap beìluìm 

matang, mohon ituì dijaga sampai uìsia matang 

artinya masih dibeìrikan eìduìkasi, akan teìtapi 

dalam kasuìs ituì misalnya wanitanya teìlah 



hamil maka haruìs dilayani dan tidak boleìh 

meìmojokkan atauì meìnjeìleìkkan meìngata-

ngatai seìbab bagaimanapuìn ituì suìatuì proseìs 

meìndapatkan peìrjodohan muìngkin jalannya 

ituì jadi haruìs proaktif. Seìlanjuìtnya ajak orang 

tuìa beìreìmbuìg, meìmikirkan jalan keìluìarnya 

dan PHDI meìmbeìrikan suìatuì fasilitas. Yang 

peìrtama seìorang wanita yang suìdah keìtahuìan 

hamil PHDI akan meìmbawa keì ruìmah sakit 

uìntuìk diteìskan di UìSG agar meìngeìtahuìi uìsia 

keìhamilan ituì, dan dari ituì akan meìndapatkan 

suìrat dari dokteìr yang meìnyatakan bahwa 

yang beìrsangkuìtan teìlah hamil. 

Keìmuìdian PHDI akan 

beìrkomuìnikasi dan meìncari jalan keìluìar 

kareìna uìsianya beìluìm cuìkuìp seìkalipuìn ituì 

hamil PHDI meìnolak uìntuìk meìnikahkan 

kareìna beìluìm cuìkuìp uìmuìr. Tindakan yang 

diambil oleìh PHDI yaituì deìngan cara 

meìmbeìrikan suìrat peìnolakan uìntuìk 

meìncatatkan peìrkawinan atas nama yang 

beìrsangkuìtan teìrseìbuìt teìtapi seìkaliguìs dibalik 

peìnolakan ituì adalah mohon Dispeìnsasi 

Kawin teìrhadap Peìngadilan uìntuìk 

meìmbeìrikan izin keìpada yang beìrsangkuìtan 

uìntuìk meìndapat peìngadilan yang reìsmi, 

deìngan cara PHDI meìngeìluìarkan Suìrat 

Peìnolakan. 

SIMPULAN 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian dan 

peìmbahasan yang teìlah di uìraikan diatas, 

dapat di ambil keìsimpuìlan seìbagai beìrikuìt : 

Agama Hinduì meìmandang bahwa 

peìrkawinan anak uìsia dini buìkan meìruìpakan 

peìrkawinan yang ideìal. Seìbab pada uìsia 

reìmaja adalah masa yang diwajibkan 

meìnuìntuìt ilmuì peìngeìtahuìan (Brahmacari). 

Seìhingga peìrkawinan yang dikatakan ideìal 

meìnuìruìt konseìp ajaran Agama Hinduì yaituì 

seìteìlah seìleìsai meìnuìntuìt ilmuì atauì masa 

brahmacari. Diuìraikan dalam kitab Niti 

Sastra V.I bahwa 20 tahuìn adalah standar 

minimal uìsia uìntuìk meìlangsuìngkan 

peìrkawinan. Di Keìcamatan Teìgaldlimo 

masih banyak teìrjadi kasuìs peìrkawinan uìsia 

dini. Hal teìrseìbuìt dapat dilihat pada kasuìs 

angka peìrkawinan uìsia dini dari tahuìn 2021-

2024 yang meìngalami peìningkatan. Faktor 

peìnyeìbab peìrkawinan uìsia dini di Keìcamatan 

Teìgaldlimo yaituì seìpeìrti hamil diluìar nikah, 

faktor eìkonomi, faktor peìndidikan, faktor 

pola pikir masyarakat dan faktor orang tuìa. 

Faktor hamil diluìar nikah suìdah banyak 

meìnjadi peìnyeìbab teìrjadinya peìrkawinan 

uìsia dini di Keìcamatan Teìgaldlimo. 

Seìdangkan dalam Uìndang-uìndang Nomor 16 

Tahuìn 2019 seìbagai peìruìbahan atas Uìndang-

Uìndang Nomor 1 Tahuìn 1974 teìntang 

Peìrkawinan (UìUì Peìrkawinan) teìrdapat dalam 

pasal 7 ayat (1) yakni peìrkawinan hanya di 

izinkan jika pihak pria dan wanita suìdah 

meìncapai uìmuìr 19 tahuìn. 

Peìran PHDI dalam seìbagai meìdiator 

dalam hal dalam meìmbantuì meìngeìsahkan 

peìrkawinan bawah uìmuìr di Keìcamatan 

Teìgaldlimo Kabuìpateìn Banyuìwangi meìlaluìi 

tindakan preìveìntif yaituì meìmbantuì 

meìlakuìkan peìnyuìluìhan seìrta meìmbantuì 

peìndampingan dispeìnsasi peìrkawinan bagi 

peìmuìda Hinduì yang akan meìlangsuìngan 

peìrkawinan.. 

Saran yang peìneìliti dapat beìrikan Keìpada 

orang tuìa diharapkan uìntuìk seìlaluì meìngawasi 

anak yang seìdang meìmasuìki uìsia reìmaja agar 

tidak teìrjeìruìmuìs keì dalam peìrgauìlan yang 

beìrsifat neìgatifeì, seìhingga anak dapat 

teìrhindar dari peìrkawinan uìsia dini. Seìbagai 

orang tuìa kita haruìs meìmiliki peìngeìtahuìan 

yang luìas meìngeìnai peìrkawinan anak uìsia 

dini agar orang tuìa bisa meìmbeìrikan seìbuìah 

peìngeìtahuìan meìngeìnai bahaya dari 

peìrkawinan uìsia dini seìhingga hal teìrseìbuìt 

bisa meìnceìgah teìrjadinya peìrkawinan uìsia 

dini. 

Keìpada masyarakat, diharapkan mampuì 

meìnyaring informasi teìrleìbih dahuìluì seìbeìluìm 

meìnyeìbarluìaskan informasi keì ranah puìblik. 

Seìbagai masyarakat yang modeìrn haruìs 

seìlaluì meìngikuìti peìrkeìmbangan zaman yang 

teìrjadi di lingkuìngan seìkitar teìmpat tinggal 

seìhingga buìdaya meìnikah uìsia dini bisa 

hilang dalam pikiran masyarakat. Hal 



teìrseìbuìt bisa meìnceìgah teìrjadinya 

peìrkawinan uìsia dini. 

Keìpada PHDI Keìcamatan Teìgaldlimo 

diharapkan dapat meìmpeìrtahankan sisteìm 

suìrat peìnolakan yang diajuìkan di peìngadilan 

seìsuìai deìngan peìdoman yang beìrlakuì di 

Indoneìsia, namuìn peìrluì diteìgaskan keìmbali 

teìrkait adanya deìnda/sanksi teìrhadap pihak 

yang akan meìlakuìkan peìrkawinan uìsia dini 

agar tidak teìrjadi peìningkatan lagi seìtiap 

tahuìnnya 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Zainuìddin. 2009. Meìtodeì Peìneìlitian 

Huìkuìm. Jakarta: Sinar Grafika. 

  

Arwati, Ni  Madeì  Sri.  2009. Swadharma  Ibuì 

dalam   Keìluìarga   Hinduì. Deìnpasar   : 

Widya Dharma 

Arthayasa. I Nyoman. 1998. Peìtuìnjuìk Teìknis 

Peìrkawinan Hinduì. Paramita: 

Suìrabaya 

Cahyono, Dwi. 2008. “Peìrseìpsi 

Keìtidakpastian Lingkuìngan, 

Ambiguìitas peìran dan Seìngkeìta Peìran 

Seìbagai Meìdia Antara Program 

Meìntoring deìngan Keìpuìasan Keìrja, 

Preìstasi keìrja dan Niat Ingin Pindah 

Stuìdi Eìmpiris di Lingkuìngan Kantor 

Akuìntan Puìblik (Kap) Beìsar”Diseìrtasi 

Doktor Ilmuì Eìkonomi Program 

Pascasarjana Uìniveìrtas Diponeìgoro 

Seìmarang. 

Handayani, Eìka Yuìli. 2014. Faktor-faktor 

Yang Beìrhuìbuìngan Deìngan 

Peìrnikahan Uìsia Dini Pada Reìmaja 

Puìtri Di Keìcamatan Tambuìsai Uìtara 

Kabuìpateìn Rokan Huìluì.  

Huìda, Muìhammad Miftakhuìl., Suìwandi, & 

Roifiq, Auìnuìr. 2022. Impleìimeìintasi 

Tangguìng Jawab Neìigara Teìirhadap 

Peìilanggaran HAM Beìirat Paniai 

Peìirspeìiktif Teìioiri Eìifeìiktivitas Huìkuìm 

Soieìirjoinoi Soieìikantoi. Malang: IN 

RIGHT Juìrnal Agama Dan Hak Azazi 

Manuìsia. Voluìmeì 11. Nomor 1. 

Indoneìsia. 1974. Uìndang-Uìndang Reìpuìblik 

Indoneìsia Nomor 16 Tahuìn 2019 

meìruìpakan peìruìbahan atas Uìndang-

uìndang Nomor 1 tahuìn 1974 teìntang 

peìrkawinan. Leìmbaran Neìgara 

Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1974 

Nomor 1. Tambahan Leìmbaran Neìgara 

Reìpuìblik Indoneìisa Nomor 3019: 

Jakarta 

Indoneìsia. 2004. Uìndang-uìndang 

peìrkawinan. Puìstaka Widyatama. 

Jakarta: UìI-Preìss. 

Lawreìnceì M. Frieìdman. 1975. Theì Leìgal 

Systeìm; A Social Scieìnceì Peìrspeìctiveì, 

Martiman, Prodjohamidjojo. 2002. Huìkuìm 

Peìrkawinan Indoneìsia, Indoneìsia 

Leìgal Ceìnteìr Puìblishing, Jakarta.  

Mileìs, Mattheìw B. & A. Michaeìl 

Huìbeìrman. 2009. Analisis Data 

Kuìalitatif. 

Miswanto. 2015. Keìkawin Nitisastra, Teìks, 

Teìrjeìmahan dan Komeìntar. Paramita 

Muìbasyaroh, M. 2016. Analisis faktor 

peìnyeìbab peìrnikahan dini dan 

dampaknya bagi peìlakuìnya. YUìDISIA: 

Juìrnal Peìmikiran Huìkuìm dan Huìkuìm 

Islam, Voluìmeì 7 Nomor 2. 

Titib. I Madeì. 2003.Veìda Sabda Suìci: 

Peìdoman Praktis Keìhiduìpan. Paramita: 

Suìrabaya 

Waluìyo, Bing. 2020. Sahnya Peìrkawinan 

Meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 1 Tahuìn 

1974 Teìntang Peìrkawinan. Puìrwokeìrto: 

Juìrnal Meìdia Komuìnikasi Peìndidikan 

Pancasila Dan Keìwarganeìgaraan, Voluìmeì 2 

Nomor 1. 

Yasini, Keìtuìt. 2015. Peìranan PHDI Dalam 

Meìngantisipasi Peìrnikahan Dini Peìmuìda 

Hinduì Di Deìsa Kospa Duìwata Karya 

Keìcamatan Masama Kabuìpateìn Banggai. 

Widya Geìnitri : Juìrnal Ilmiah Peìndidikan, 

Agama Dan Keìbuìdayaan Hinduì, Voluìmeì 6. 

Nomor 2 


